jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu
Upaya yang dilakukan PLN untuk memperbanyak jumlah pelanggan
listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik
kedaerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah-daerah
dalam tahap pembangunan misalnya, perumahan- perumahan baru,
rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya agar daerah tersebut
menggunakan listrik untuk penerangan yang secara tidak langsung
dengan menggunakan listrik kita juga telah membayar pajak
penerangan jalan, yaitu membeli token (pulsa listrik) untuk
pelanggan yang menggunakan listrik prabayar dan membayar
rekening listrik yang menggunakan listrik pasca bayar. PLN tidak
hanya memasarkan pemasangan listrik tapi juga mempromosikan
untuk penambahan daya dimasyarakat, penambahan daya yang
telah ditetapkan oleh PLN dengan melayani penambahan daya

untuk pelanggan-pelanggan PLN.*

BAB Il PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa Peranan pemerintah daerah melalui Dinas

% https://media.neliti.com/media/publications/34898-ID-upaya-dinas-pendapatan-
daerah-dan-pIn-dalam-meningkatkan-kontribusi-pajak-penera.pdf diakses tanggal 20
Oktober 2021
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Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan dan mengelola
hasil pajak daerah demi pemenuhan kebutuhan masyarakat
Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui regulasi, inovasi,
perjanjian kerjasama, dan turun ke lapangan. Pengenaan Pajak
Penerangan Jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat atas Penerangan Jalan umum. Dari realisai
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan
PLN dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi
peningkatan. Sedangkan dari pajak penerangan jalan non PLN
mengalami penurunan sebab sudah jarang masyarakat sekarang
menggunakan penerangan jalan Non PLN dan semakin banyak
masyarakat yang menggunakan penerangan jalan dari sumber
tenaga listrik PLN.

B. Saran
Saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk Pemerintah Daerah, supaya bisa lebih memperhatikan
kebutuhan dan bisa terjun langsung melihat kondisi di
masyarakat sekitarnya apakah masih ada yang perlu dibenabhi
lagi atau diperbaiki supaya bisa memenuhi kebutuhan

masyarakat tersebut, khususnya terhadap penerangan jalan.

2. Untuk masyarakat, agar rutin dalam membayar pajak daerah
khususnya bagi wajib pajak. Karena uang yang di bayar untuk
pajak akan digunakan untuk pengalokasian kebutuhan

infrastruktur pembangunan masyarakat, bukan hanya membuat
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lampu penerangan jalan tetapi juga hal lainnya.
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